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Abstrak: Pegelolaan hutan desa yang dilakukan masyarakat Desa Menemeng Kecamatan Brang 
Ene dilakukan dengan cara reboisasi di lahan hutan desa,, masyarakat menanam tanaman pangan 
seperti padi, dan menanam tanaman komoditas ekspor. Untuk tanaman komoditas ekspor 
masyarakat membagi menjadi dua jenis, yaitu tanaman komoditas eskpor sekali panen dan harus 
ditanam ulang tahun berikutnya seperti jagung dan kacang tanah, serta tanaman komoditas 
ekspor yang penanamannya hanya sekali namun dapat dipanen secara berkelanjutan Manfaat 
pengelolaan hutan kemasyarakatan terhadap pemberdayaan masyarakat desa Menemeng 
Kecamatan Brang Ene Kabupaten Sumbawa Barat yaitu, yang pertama dan utama adalah 
membuka peluang kerja untuk masyarakat. Selanjutnya, mendapatkan biaya untuk 
menyekolahkan anak, masyarakat memperoleh pengetahuan tentang pertanian, serta 
memperbaiki taraf hidup. Penelitian ini memotret pemberdayaan masyarakat desa melalui 
pengelolaan hutan desa di Desa manemeng Kecamtan brang Ene Kabupaten Sumbawa Barat. 
Potensi alam yang sungguh luar biasa harus dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin guna 
memberikan dampak ekologi dan ekonomi bagi masyarakat desa. Penelitian ini menggunakan 
pendekatan kualitatif deskriptif. 
Kata kunci: Pemberdayaan, Masyarakat, Pengelolaan Hutan, Desa, Ekonomi. 

 
PENDAHULUAN 

Pentingnya membangun kesejahteraan bagi masyarakat merupakan impian setiap 
negara, termasuk Indonesia. Isu kemiskinan dan pengangguran menjadi tantangan utama 
dalam pembangunan, mempengaruhi sumber daya manusia dan kompetensi. Daerah 
terpencil sering menghadapi kendala akses pendidikan dan kualitas sumber daya manusia 
yang lemah. Tingginya angka kemiskinan dan pengangguran juga dipengaruhi oleh 
ketidaktersediaan lapangan pekerjaan. Meskipun Indonesia memiliki potensi sumber daya 
alam yang melimpah, perlu upaya maksimal untuk mengelolanya demi meningkatkan 
kesejahteraan. 

Mengacu Pada data badan Pusat Statistik dengan tingkat kemiskinan dan 
pengangguran di Indonesia, meningkatkan kesejahteraan masyarakat menjadi konsentrasi 
khsusus bagi pemerintah, sebagaimana yang terkandung pada sila ke lima dasar negara 
yaitu Pancasila yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang berarti 
bahwa pemerintah bertanggung jawab terhadap kesejahteraan seluruh warga negaranya 
tanpa pengecualian. Saat ini banyak cara yang dilakukan oleh pemerintah untuk 
meningkatkan keberfungsian sosial masyarakat, mulai dari pembuatan undang-undang, 
seperti Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial atau melalui 
berbagai macam program pemberdayaan. Banyak program pemberdayaan yang telah lahir 
di Indonesia, baik pemberdayaan yang dilakukan melalui agen pemberdayaan, seperti 
seorang pekerja sosial atau pemberdayaan yang bersifat langsung kepada masayarakat 
melalui pemberdayaan berbasis potensi wilayah.  Program pemberdayaan sendiri lahir 
dengan berbagai macam tujuan. Antara lain, pengentasan kemiskinan dan peningkatan 
kualitas sumber daya manusia agar memiliki daya saing yang tinggi, sehingga mampu 
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mendorong Indonesia kearah yang lebih baik.  
Dalam rezim Undang-Undang Kehutanan dan derivasinya, penyelenggaraan urusan 

kehutanan dibagi bersama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan 
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Selain itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintah  Daerah, mengatur pembagian urusan pemerintahan termasuk bidang 
kehutanan dengan klasifikasi urusan pemerintahan konkuren-pilihan, yaitu urusan 
pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah 
kabupaten/kota. Pelaksanaan urusan pemerintahan tersebut berdasarkan pada prinsip 
akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional 
(Muhammad Yasin 2000:43). Berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Pemda tersebut, 
urusan pemerintahan dibidang kehutanan hanya dibagi antara Pemerintah Pusat dan 
Daerah Provinsi kecuali yang berkaitan dengan pengelolaan taman hutan raya 
kabupaten/kota menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota. Dua rezim Undang-
Undang tersebut menimbulkan paradoksal bagi masyarakat. Di satu sisi penyelenggaraan 
kehutanan yang berdasar pada Undang-Undang Kehutanan ditengarai kental dengan 
sistem kewenangan dekonsentrasi yang cenderung sentralistik, di sisi yang lain Undang-
Undang Pemda yang pro desentralisasi seakan menutup ruang otonomi bagi 
penyelenggaraan urusan kehutanan di daerah khususnya kabupaten/ kota. Dengan asas 
desentralisasi, pemerintah daerah diberikan ruang untuk menjalankan urusan 
pemerintahan sesuai dengan kewenangan yang diserahkan oleh Pemerintah dalam 
bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan menjalankan otonomi seluas- 
luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan serta berdasarkan 
asas Dekonsentrasi dan Medebowin (Philipus Hadjon 2000:24). 

METODE  
Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif 

deskriptif. Sesuai dengan judul maka lokasi penelitian ini bertempat di Kecamatan Brang 
Ene Kabupaten Sumbawa Barat kawasan hutan Desa yang dikelola oleh masyarakat 
setempat. Adapun pertimbangan pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada 
kesempatan, waktu, biaya, alat, dan tenaga yang dimiliki oleh peneliti.Waktu penelitian ini 
dilakukan oleh peneliti pada tanggal 21 Jani 2023 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2023. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
Pemberdayaan Masyarakat melalui Pengelolaan Hutan Desa Oleh Masyarakat Desa 
Manemeng Kecamatan Brang Ene Kabupaten Sumbawa Barat 

Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan hutan desa dapat ditarik dari konsep 
pemberdayaan menurut Oos Usman yang menyatakan Mengubah kebiasaan dalam 
komunitas masyarakat untuk mengolah sumber daya alam menjadi barang setengah jadi 
atau barang jadi sesungguhnya adalah sangat menguntungkan. Keuntungan yang diperoleh 
tersebut, di antaranya: 
a.  Komoditas barang jadi atau setengah jadi nilainya jauh lebih berharga dari pada bahan 

mentah, sehingga akan meningkatkan pendapatan secara signifikan. 
b. Mengurangi pengangguran karena lapangan kerja bertambah. Tahapan atau proses 

produksi pengolahan bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi 
memerlukan tenaga kerja. 

c. Kemampuan dan keterampilan masyarakat akan meningkat seiring tuntutan 
kemampuan dalam pengolahan sumber daya alam tersebut. Kesadaran masyarakat 
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terhadap pentingnya pendidikan akan meningkat, seiring dengan tuntutan 
perkembangan pasar.  

d. Kualitas kehidupan dan kesejahteraan masyarakat secara bertahap akan meningkat 
seiring meningkatnya kemampuan, keterampilan, dan pendapatan mereka.Pada 
akhirnya masyarakat menjadi mandiri dan sejahtera (Oos Anwar, 2014 :131). 

Sehubungan dengan Pendapat Oos Usman dalam kerangka istilah pemberdayaan 
hutan desa bahwa: istilah hutan desa yang dipakai oleh regulasi di luar KLHK memiliki 
semangat yang sama, yaitu untuk kesejahteraan desa. UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa 
memuat istilah ‘hutan milik desa’, sebagai bagian aset desa, bagian sumber pendapatan asli 
desa (Pasal 76). Hutan milik desa ini dapat diartikan sebagai Hutan Desa dalam pengertian 
UU Kehutanan maupun hutan lainnya yang dikelola oleh desa. Namun demikian, kerancuan 
istilah dapat saja terjadi antara HD dan hutan lainnya yang secara tradisional dikelola oleh 
desa tetapi di luar hutan negara. Oleh karena itu, untuk memahami istilah HD, maka harus 
diletakkan dalam kerangka pikir Perhutanan Sosial  sebagai payung dari beragam istilah 
lainnya.  

Permen LHK No. 83 Tahun 2016 tentang Perhutanan Sosial memuat istilah Hak 
Pengelolaan Hutan Desa (HPHD) sebagai tenurial atau posisi legal dari suatu HD. HPHD 
adalah hak pengelolaan pada kawasan hutan lindung atau hutan produksi yang diberikan 
kepada lembaga desa. HPHD diberikan oleh Menteri. Lembaga desa dalam peraturan ini 
adalah lembaga kemasyarakatan desa yang bertugas untuk mengelola HD. Lembaga desa 
dapat berbentuk koperasi desa atau badan usaha milik desa setempat (Pasal 8 ayat 2). Hal 
lain yang penting dalam peraturan ini adalah bahwa lokasi HPHD berada dalam wilayah 
administrasi desa.  

Hal-hal tersebut merupakan atribut legal yang melekat pada HD dan menjadi pembeda 
dengan istilah ‘hutan desa’ lainnya yang muncul di Indonesia. Sebelum disebutkan secara 
khusus dalam UU No. 41 Tahun 1999, istilah hutan desa di Indonesia masih jarang 
ditemukan di dalam literatur ilmiah dan belum digunakan secara umum sebagai konsep 
yang hidup di masyarakat. Poffenberger, Walpole, D’Silva, Lawrence, & Khare (1997) ketika 
membahas hubungan pengelolaan sumber daya oleh masyarakat dan peran pemerintah 
untuk kasus di Indonesia, menyebut hutan desa sebagai sebuah program penataan persil 
bagi hutan rakyat di suatu desa. Aliandi & Djatmiko (1998) menyebut hutan desa sebagai 
salah satu bagian tata guna lahan dalam monografi desa penelitian mereka, Desa Sungai 
Telang. Desa tersebut berbatasan langsung dengan kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat 
dan kawasan hutan yang dikuasai HPH.  

Hutan desa yang biasa disebut di dalam monografi suatu desa ini umumnya mengacu 
kepada areal di dalam wilayah adiministrasi desa yang dinilai berbentuk hutan, namun di 
luar kawasan hutan negara. Perbedaan konsepsi hutan desa ini wajar terjadi karena 
bagaimanapun istilah desa sesungguhnya baru digunakan di luar Jawa dan Bali setelah 
tahun 1980-an, sementara hutan di Pulau Jawa identik dengan hutan yang dikuasai negara. 

Dalam konsep hutan desa dapat dikemukan bahwa Konsep desa mulai dikenal di 
seluruh Indonesia sejak diberlakukannya UU No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. 
Sebagaimana termaktub dalam penjelasan UUD 1945 (sebelum amandemen), “Dalam 
territoir Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 zelfbesturende landchappen dan 
volksgemeenschappen, seperti desa di Jawa dan Bali, nagari di Minangkabau, dusun dan 
marga di Palembang, dan sebagainya”.  

Desa, marga, negeri atau nagari, dan nama-nama lainnya diakui sebagai kesatuan 
masyarakat hukum yang diakui sejak Indonesia merdeka, sebagai sistem hukum yang 
diwariskan dari pemerintahan kolonial Belanda dan Jepang. Dalam kasus di Provinsi 
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Sumatera Selatan (Sumsel), sebagai tindak lanjut UU No. 5 Tahun 1979, Gubernur Kepala 
Daerah Tingkat I Sumsel pada tahun 1983 mengeluarkan keputusan No. 
142/KPTS/III/1983 yang berisi penghapusan Pemerintahan Marga. Sebanyak 188 marga 
yang ada saat itu dilebur menjadi 2.190 desa. Sebagian besar dusun-dusun dalam 
pemerintahan marga diubah menjadi desa. Perubahan struktur pemerintahan ini kemudian 
diikuti dengan memudarnya sistem teritorial yang telah berlaku sejak lama, termasuk Hutan 
Marga.  

Pada masa pemerintahan marga, sejak era Kesultanan Palembang Darussalam, 
kolonial Belanda hingga era kemerdekaantahun 1983, banyak margamenguasai areal 
tertentu yang disebut sebagai Hutan Marga. Kepala Marga atau disebut pasirah atas nama 
komunal marga menguasai hutan marga, sebagai wilayah yang dicadangkan untuk 
kepentingan perladangan (berpindah) anggota marga dan pengembangan dusun (Prasetyo 
& Kumazaki, 1995; Santun, Murni, & Supriyanto, 2010; Smith & Bouvier, 1993).  

Kepala Dusun atau kerio bersama warga dusunnya dapat menetapkan areal di sekitar 
dusun sebagai hutan peramunan atau hutan ramuan, tempat untuk mencukupi kebutuhan 
kayu bagi warga dusun. Meskipun dikuasai secara komunal, pemanfaatan lahan hutan 
marga maupun kayu dari hasil hutan peramunan harus mendapatkan izin dari pasirah dan 
kerio. 

Hutan marga suatu marga dan hutan peramunan sebuah dusun sesungguhnya 
merupakan bentuk HD yang disebut pada masa sekarang, meskipun tidak berada dalam 
hutan negara. Ini berarti bahwa HD bukan merupakan konsepsi baru, terutama dari sisi 
semangat dikelola oleh desa (pemerintah) dan untuk kesejahteraan desa. Perbedaan 
konsepsi HD tradisional (misalnya hutan marga) dan HD kontemporer selain pada status 
lahan adalah bahwa HD tradisional selalu mengacu kepada areal yang merupakan formasi 
hutan.  

 
Manfaat pengelolaan Hutan Desa 
Secara teoritis manfaat pengelolaan hutan desa dapat dikemukan sebagai berikut: 

Fakta sejarah menunjukkan bahwa teritorialisasi negara  terhadap sumber daya hutan 
seringkali mendapat resistensi dan perlawanan ketika berhadapan dengan masyarakat 
lokal, baik di Indonesia (Maring, 2008; Rachman, 2012; Shohibuddin & Adiwibowo, 2018) 
maupun global (Isager & Ivarsson, 2002; Lestrelin, 2011), terutama jika bertentangan 
dengan teritorialitas lokal yang telah ada sebagaimana dibahas oleh Nursidah et al. (2012). 
Dalam sejarah, terutama pada masa otoritas kolonial Belanda dan pemerintah Indonesia 
sampai dengan tahun 1979, teritorialisasi negara terhadap sumber daya hutan lokal tidak 
mengalami masalah berarti karena masyarakat lokal mengakomodasi konsep teritorial 
negara untuk kepentingan klaim lokal dan negara tidak mengabaikan konsep dan aturan 
lokal secara mendasar (Wadley, 2003).  

Proses saling menyesuaikan tersebut terjadi jika kapabilitas negara untuk mengatur 
dan aturan adat yang berlaku dalam posisi sama kuat (McCarthy, 2005). Secara politik, elit 
lokal biasanya melalui kepala desa melakukan klaim atau upaya teritorialitas terhadap unit 
lahan yang dianggap bernilai, Peluso (2005) menyebutnya sebagai teritorialisasi lokal. 

Dalam sudut pandang positif, teritorialisasi lokal merupakan salah satu elemen di 
dalam konsepsi HD. Menurut Permen LHK No. 86 Tahun 2016, permohonan HPHD diajukan 
oleh satu atau beberapa lembaga desa dan diketahui oleh satu atau beberapa kepala desa 
yang bersangkutan. Lokasi HPHD yang dimohonkan berada dalam wilayah administrasi 
desa. Secara ideal, pemilihan lokasi dan lembaga pengusul HD oleh masyarakat lokal 
merupakan teritorialisasi lokal. 
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HPHD adalah tenure, hak sebuah lembaga desa untuk memanfaatkan sumber daya di 
areal kerja HD. Proses pengajuan hingga terbitnya Surat Keputusan (SK) HPHD seharusnya 
merupakan teritorialisasi lokal, sebuah langkah politik lokal. Sampai di sini, HD hanya 
diartikan sebagai “hutan negara yang dikelola oleh desa”. Elemen penting “kesejahteraan 
desa” seharusnya merupakan proses lanjutan yang berkesinambungan, sebuah langkah 
ekonomi lokal-global. Langkah ekonomi bertujuan untuk memastikan bahwa lembaga desa 
dan perangkat-perangkat penyusunannya memiliki kemampuan yang mutakhir dan adaptif 
dalam memanfaatkan sumber daya HD dan turunannya. Kemampuan menghasilkan 
keuntungan dari sesuatu disebut oleh Ribot & Peluso (2003) sebagai akses dalam teori yang 
dikenal dengan theory of access. Konsep akses ditempatkan pada analisis siapa sebenarnya 
yang beruntung dari sesuatu dan melalui apa proses yang mereka lakukan. Bagi Ribot & 
Peluso (2003), kemampuan sama dengan kekuasaan (power). Kekuasaan dapat bersumber 
dari teknologi, kapital, pasar, pengetahuan, kewenangan, identitas sosial, dan relasi sosial. 
Jika kemampuan ini dikuasai atau dipertahankan untuk ditingkatkan oleh aktor-aktor HD 
maka pengelolaan HD oleh mereka akan dapat mewujudkan kesejahteraan desa. 

Makna politis dan ekonomis dari konsepsi HD diterjemahkan menjadi mekanisme tata 
wilayah dan tata kuasa. Apakah kedua mekanisme tersebut cukup untuk mewujudkan cita-
cita konsepsi HD? Apakah kedua mekanisme tersebut dapat diwujudkan dalam praksis? 
Bagaimana caranya? HD sebagai sebuah konsep dan praktik akan menghadapi tantangan 
dalam mewujudkannya sebagai sebuah ideologi, politik, instrumen relasi sosial, dan 
teknologi. Dalam tulisan ini, istilah HD selalu mengacu pada kata kunci penting yang tidak 
terpisahkan, yaitu hutan negara, dikelola oleh desa, dan untuk kesejahteraan desa. 

KESIMPULAN 
Berdasarkan pada uraian dan penjelasan pada bab-bab sebelumnya, maka pada 

bab ini penulis akan mengemukakan beberapa kesimpulan dari penelitian yaitu: 
Pegelolaan hutan desa yang dilakukan masyarakat Desa Menemeng Kecamatan Brang 
Ene dilakukan dengan cara reboisasi di lahan hutan desa,, masyarakat menanam 
tanaman pangan seperti padi, dan menanam tanaman komoditas ekspor. Untuk 
tanaman komoditas ekspor masyarakat membagi menjadi dua jenis, yaitu tanaman 
komoditas eskpor sekali panen dan harus ditanam ulang tahun berikutnya seperti 
jagung dan kacang tanah, serta tanaman komoditas ekspor yang penanamannya hanya 
sekali namun dapat dipanen secara berkelanjutan di tahun-tahun berikutnya seperti 
jambu mete. 

Manfaat pengelolaan hutan kemasyarakatan terhadap pemberdayaan 
masyarakat desa Menemeng Kecamatan Brang Ene Kabupaten Sumbawa Barat yaitu, 
yang pertama dan utama adalah membuka peluang kerja untuk masyarakat. 
Selanjutnya, mendapatkan biaya untuk menyekolahkan anak, masyarakat 
memperoleh pengetahuan tentang pertanian, serta memperbaiki taraf hidup. 
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